PAJAK - HOTEL 

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 

2012
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL 

ABSTRAK : 

Bahwa pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hotel Dan Restoran sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Pajak Hotel, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Pajak; 

3. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak; 

4. Wilayah Pemungutan; 

5. Masa Pajak; 

6. Tata Cara Pemungutan; 

7. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; 

8. Kedaluwarsa;
9. Pembetulan, Pembatalan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;

10. Sanksi Administratif; 

11. Ketentuan Penyidikan; 

12. Ketentuan Pidana.

13. Ketentuan Penutup.

STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2012. 

PAJAK - RESTORAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN 

ABSTRAK : 

bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pajak Hotel Dan Restoran sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Pajak Restoran, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Pajak; 

3. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak; 

4. Wilayah Pemungutan; 

5. Masa Pajak; 

6. Tata Cara Pemungutan; 

7. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; 

8. Kedaluwarsa;
9. Pembetulan, Pembatalan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;

10. Sanksi Administratif; 

11. Ketentuan Penyidikan; 

12. Ketentuan Pidana.

13. Ketentuan Penutup.

STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2012. 
PAJAK - HIBURAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN 

ABSTRAK : 

bahwa pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Pajak; 

3. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak; 

4. Wilayah Pemungutan; 

5. Masa Pajak; 

6. Tata Cara Pemungutan; 

7. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; 

8. Kedaluwarsa;
9. Pembetulan, Pembatalan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;

10. Sanksi Administratif; 

11. Ketentuan Penyidikan; 

12. Ketentuan Pidana.

13. Ketentuan Penutup. 

STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2012. 
PAJAK – REKLAME
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME 

ABSTRAK : 

bahwa pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Pajak Reklame, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Pajak; 

3. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak; 

4. Wilayah Pemungutan; 

5. Masa Pajak; 

6. Tata Cara Pemungutan; 

7. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; 

8. Kedaluwarsa;
9. Pembetulan, Pembatalan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;

10. Sanksi Administratif; 

11. Ketentuan Penyidikan; 

12. Ketentuan Pidana;

13. Ketentuan Peralihan;

14. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2012. 
PAJAK – PENERANGAN JALAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 

ABSTRAK : 

bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Pajak Penerangan Jalan, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Pajak; 

3. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak; 

4. Wilayah Pemungutan; 

5. Masa Pajak; 

6. Tata Cara Pemungutan; 

7. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; 

8. Kedaluwarsa;
9. Pembetulan, Pembatalan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;

10. Sanksi Administratif; 

11. Ketentuan Penyidikan; 

12. Ketentuan Pidana;

13. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2012. 
PAJAK – PARKIR
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR 

ABSTRAK : 

bahwa Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Pajak Parkir dengan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Pajak Parkir, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Pajak; 

3. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak; 

4. Wilayah Pemungutan; 

5. Masa Pajak; 

6. Tata Cara Pemungutan; 

7. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; 

8. Kedaluwarsa;
9. Pembetulan, Pembatalan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;

10. Sanksi Administratif; 

11. Ketentuan Penyidikan; 

12. Ketentuan Pidana;

13. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2012.
PAJAK – AIR TANAH
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 
2012 
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH 

ABSTRAK : 

bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Pajak Air Tanah dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Pajak Air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Pajak; 

3. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak; 

4. Wilayah Pemungutan; 

5. Masa Pajak; 

6. Tata Cara Pemungutan; 

7. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; 

8. Kedaluwarsa;
9. Pembetulan, Pembatalan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;

10. Sanksi Administratif; 

11. Ketentuan Penyidikan; 

12. Ketentuan Pidana;

13. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2012.
PAJAK – PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK : 

bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan  merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi,  pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan  dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Pajak; 

3. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak; 

4. Wilayah Pemungutan; 

5. Masa Pajak; 

6. Pendataan Dan Penetapan;

7. Tata Cara Pemungutan; 
8. Surat Tagihan Pajak;
9. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; 

10. Pembetulan, Pembatalan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
11. Kedaluwarsa;
12. Penyidikan;
13. Ketentuan Pidana;

14. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2012.
RETRIBUSI – PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 

ABSTRAK : 

bahwa retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 

3. Golongan Retribusi;

4. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Retribusi; 
5. Cara Mengukur tIngkat Penggunaan Jasa;

6. Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

7. Struktur dan Besarnya Tarif

8. Wilayah Pemungutan; 
9. Pembetulan, Pembatalan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;

10. Sanksi Administratif; 
11. Penagihan;

12.Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
13. Ketentuan Penyidikan; 

14. Ketentuan Pidana; 
15. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2012.
RETRIBUSI  – TEMPAT KHUSUS PARKIR
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
ABSTRAK : 

bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Retribusi Tempat Khusus Parkir, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

6. Struktur dan Besarnya Tarif

7. Wilayah Pemungutan; 
8. Pembetulan, Pembatalan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;

9. Sanksi Administratif; 
10. Tata Cara Penagihan;

11.Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
12. Ketentuan Penyidikan; 

13. Ketentuan Pidana; 
14. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2012.
RETRIBUSI – PELAYANAN KESEHATAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : 

bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor  11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling  perlu ditinjau kembali
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

7. Pelayanan Kesehatan Bagi Negara Asing; 
8. Wilayah Pemungutan;

9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran  Dan Penundaan Pembayaran;
10. Sanksi Administratif; 
11. Penagihan;

12. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
13. Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya;
14. Ketentuan Penyidikan; 

15. Ketentuan Pidana; 
16. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2012.
RETRIBUSI – PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : 

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 1 Tahun 1992 tentang Kebersihan perlu ditinjau kembali.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

7. Wilayah Pemungutan;

8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran  Dan Penundaan Pembayaran;
9. Sanksi Administratif; 
10. Penagihan;

11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
12. Masa Retribusi;

13. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Dan Pembatalan;

14. Ketentuan Penyidikan; 

15. Ketentuan Pidana; 
16. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2012.
RETRIBUSI – PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KATU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : 

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Infomasi Manajemen Kependudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung perlu ditinjau kembali.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Katu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

7. Wilayah Pemungutan;

8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran  Dan Penundaan Pembayaran;
9. Sanksi Administratif; 
10. Penagihan;

11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;

12. Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi Dan/Atau Sanksinya;
13. Ketentuan Penyidikan; 

14. Ketentuan Pidana; 
15. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2012.
RETRIBUSI – PELAYANAN PASAR
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : 

bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 15 Tahun 1978 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 15 Tahun 1978 tentang Retribusi Pasar, sudah tidak sesuai  lagi sehingga perlu ditinjau kembali.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Retribusi Pelayanan Pasar, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

6. Struktur dan Besarnya Tarif

7. Wilayah Pemungutan;

8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran  Dan Penundaan Pembayaran;
9. Sanksi Administratif; 
10. Penagihan;

11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;

12. Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi Dan/Atau Sanksinya;
13. Ketentuan Penyidikan; 

14. Ketentuan Pidana; 
15. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2012.
RETRIBUSI – PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : 

bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan  dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau kembali.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Yang Bersangkutan;

5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;
6. Struktur dan Besarnya Tarif;

7. Wilayah Pemungutan;

8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran  Dan Penundaan Pembayaran;
9. Sanksi Administratif; 
10. Penagihan;

11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;

12. Masa Retribusi;
13. Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya;

14. Ketentuan Penyidikan; 

15. Ketentuan Pidana; 
16. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2012.
Retribusi – Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : 

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 6 Tahun 1990 dan Peraturan Pelaksanaanya yang terkait dengan penyediaan dan/atau penyedotan kakus perlu ditinjau kembali.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besaran Tarif;
6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;

7. Wilayah Pemungutan;

8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran  Dan Penundaan Pembayaran;
9. Sanksi Administratif; 
10. Penagihan;

11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;

12. Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya;

13. Ketentuan Penyidikan; 

14. Ketentuan Pidana; 
15. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2012.
RETRIBUSI – PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : 

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, pengolahan limbah cair merupakan salah satu jenis objek retribusi daerah, maka untuk pemungutannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;

7. Wilayah Pemungutan;

8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran  Dan Penundaan Pembayaran;
9. Sanksi Administratif; 
10. Penagihan;

11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;

12. Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya;

13. Ketentuan Penyidikan; 

14. Ketentuan Pidana; 
15. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2012.
RETRIBUSI – PELAYANAN TERA/TERA ULANG
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : 

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan tera / tera ulang merupakan salah satu jenis objek retribusi daerah, maka untuk pemungutannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 

3. Golongan Retribusi;

4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;

7. Wilayah Pemungutan;

8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran  Dan Penundaan Pembayaran;
9. Sanksi Administrasi; 
10. Tata Cara Penagihan;

11. Kedaluwarsa Penagihan;

12. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;

13. Masa Retribusi;

14. Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya;

15. Ketentuan Penyidikan; 

16. Ketentuan Pidana; 
17. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2012.
RETRIBUSI – PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2012 

2012 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK : 

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan tera / tera ulang merupakan salah satu jenis objek retribusi daerah, maka untuk pemungutannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum; 

2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 

3. Golongan Retribusi;

4. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;

7. Wilayah Pemungutan;

8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran  Dan Penundaan Pembayaran;
9. Sanksi Administrasi; 
10. Tata Cara Penagihan;

11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;

12. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;

13. Masa Retribusi;

14. Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya;

15. Ketentuan Penyidikan; 

16. Ketentuan Pidana; 
17. Ketentuan Penutup.
STATUS: 
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2012.
